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PERATURAN  REKTOR UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL 

NOMOR 1 TAHUN 2022 

TENTANG 

SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

REKTOR UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL, 

 

Menimbang : a. bahwa keuangan merupakan sumber dana 

yang sangat diperlukan perguruan tinggi 

guna menjalankan kegiatan operasional 

serta mampu menunjang terlaksananya tri 

dharma dan peningkatan mutu perguruan 

tinggi secara berkelanjutan; 

b. bahwa pengelolaan keuangan dilandasi 

dari perencanaan, pengadaan, 

pembukuan dan pembiayaan agar 

pelaksanaan program pendidikan dapat 

dilakukan secara efektif dan efisien; 

c. bahwa dalam pengelolaan sistem 

keuangan harus dilakukan secara 

akuntabel, auditabel dan transparan 

sehingga Laporan pertanggungjawaban 

akan menghasilkan laporan yang relevan 

dan handal dalam pengambilan 

keputusan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud pada huruf a, 

huruf b dan huruf c perlu menetapkan 

Peraturan Rektor Universitas Pancasakti 

Tegal tentang Sistem Pengelolaan 

Keuangan. 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

78, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4301); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 157 tahun 2005, 

Tambahan lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4586) ; 

3. Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 158 tahun 

2012, Tambahan lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5336) ; 

4. Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 

Pengelolaan Perguruan Tinggi 

(Lembaran Negara Republik Inodnesia 

Nomor 16 tahun 2012, Tambahan 

lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5500); 

5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

3 Tahun 2020 Tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi; 

6. Peraturan Yayasan Pendidikan 

Pancasakti Nomor 4 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan 

Dilingkungan Yayasan Pendidikan 

Pancasakti; 
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7. Peraturan Yayasan Pendidikan 

Pancasakti Nomor 02 Tahun 2021 

tentang Statuta Universitas Pancasakti 

Tegal. 

 

 

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Bidang Keuangan dan 

SDM pada tanggal 3-2-2022 (Tiga Februari 

Dua Ribu Dua Puluh Dua). 

 

                              MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN  REKTOR UNIVERSITAS 

PANCASAKTI TEGAL TENTANG SISTEM 

PENGELOLAAN KEUANGAN. 
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BAB I  

KETENTUAN UMUM  

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan : 

1. Yayasan Pendidikan Pancasakti, selanjutnya disebut 

Yayasan adalah badan penyelenggara Universitas 

Pancasakti Tegal; 

2. Universitas    adalah    Universitas    Pancasakti Tegal,    

selanjutnya    disebut Universitas, merupakan perguruan 

tinggi swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan 

Pendidikan Pancasakti;   

 

3. Fakultas adalah penyelenggara yang mengkoordinasikan 

dan mendukung kegiatan pendidikan tinggi yang 

dilaksanakan oleh satu atau lebih program studi;   

4. Peraturan Fakultas/Program Pascasarjana/Program 

Vokasi adalah peraturan yang dibuat Senat 

Fakultas/Program Pascasarjana/Program Vokasi 

bersama Dekan/Direktur serta ditetapkan oleh 

Dekan/Direktur sebagai pedoman normatif 

penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi 

termasuk administrasi dan keuangan di tingkat 

Fakultas/Program Pascasarjana/Program Vokasi; 

5. Tri dharma Perguruan Tinggi adalah nilai ddan kegiatan 

utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi 

bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat; 

6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa, dan negara; 
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7. Auditing adalah semua kegiatan yang menyangkut 

pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan   dan   

pembayaran   atau   penyerahan   uang   yang dilakukan  

bendaharawan kepada   pihak-pihak   yang   berwenang; 

8. Pengelolaan penganggaran terpadu adalah anggaran 

yang memuat semua kegiatan yang ada di seluruh unit 

yang ada di Universitas Pancasakti Tegal, yang meliputi 

anggaran biaya dan pendapatan operasional, maupun 

biaya  dan pendapatan investasi; 

9. Pendapatan adalah dana yang diperoleh Universitas 

sebagai hasil atas kegiatan jasa  layanan  yang  

dilakukan,  penjualan  barang,  atau  dari  investasi  yang  

dilakukan dengan memanfaatkan sumberdaya yang 

dimilikinya; 

10. Biaya adalah dana yang menjadi beban dalam rangka 

melaksanakan kegiatan Universitas untuk tahun 

anggaran tertentu; 

11. Pengeluaran investasi adalah setiap penggunaan dana 

untuk memperoleh aset yang berupa aset tetap atau 

investasi; 

12. Dana yang Berasal dari Pemerintah adalah dana yang 

diperoleh dari bantuan pemerintah dalam bentuk 

program atau alokasi anggaran Hibah; 

13. Pinjaman  merupakan  dana  yang  diperoleh  dari  pihak  

di  luar   Universitas dan  membawa    konsekuensi    

kewajiban    untuk    membayar    kembali,   baik dengan 

maupun tanpa bunga 

14. Hibah atau   sumbangan adalah pemberian   tanpa 

imbalan yang diberikan oleh pihak di luar  Universitas 

kepada  Universitas,  baik  dengan  bersyarat  maupun 

tanpa syarat; 

15. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan 

tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan 

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, etika dan 
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seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat; 

16. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah 

pada Universitas. 
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BAB II 

RUANG LINGKUP  

Pasal 2 

Ruang lingkup dalam Peraturan Rektor ini terdiri atas:  

a. perencanaan  penerimaan;  

b. pengalokasian;  

c. pelaporan;  

d. pertanggung  jawaban; dan 

e. standar operasional  prosedur;  

 

 

Pasal 3 

(1) Pengelolaan Keuangan universitas melalui proses: 

a. pengelolaan penerimaan; 

b. pengelolaan pengeluaran; 

c. pengelolaan penyimpanan; dan  

d. pemanfaatan dana.   

(2) Pengelolaan Keuangan universitas sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) adalah untuk mendukung kelancaran 

penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi. 

 

Pasal 4 

(1) pengelolaan keuangan universitas dilakukan berdasarkan 

pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan 

akuntabilitas publik dengan memperhatikan azas 

kepatutan dan kemanfaatan; 

(2) pengelolaan keuangan ditingkat fakultas ditetapkan 

dengan peraturan fakultas/program 

pascasarjana/program vokasi. 

 

 

 

 

 



8 
 

 
 

Pasal 5  

(1) dalam melakukan pengelolaan keuangan universitas wajib 

memperhatikan pedoman sistem pengelolaan keuangan 

universitas. 

(2) pedoman sistem pengelolaan keuangan universitas 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan 

keputusan rektor. 
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BAB III 

PERENCANAAN PENERIMAAN 

Bagian Kesatu 

Tingkat Universitas 

 

Pasal 6 

(1) sumber pendanaan universitas berasal dari: 

a. yayasan;  

b. hasil kerjasama dan bantuan dari pemerintah maupun 

pihak lain; dan  

c. pendapatan lain-lain yang sah. 

(2) Semua penerimaan Universitas disimpan di rekening bank 

atas nama Universitas. 

 

Pasal 7 

(1) Rektor membentuk tim standar pembiayaan yang terdiri 

dari: 

a. para Wakil Rektor; 

b. Dekan/Direktur; dan  

c. Bagian Keuangan. 

(2) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diketuai oleh 

Wakil Rektor II. 

(3) Tim dapat melakukan perbandingan standar pembiayaan 

dengan perguruan tinggi lain dengan menyesuaikan 

kebutuhan biaya oprasional Universitas; 

(4) Standar pembiayaan universitas sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (3) ditetapkan dengan keputusan rektor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 
 

Bagian Kedua 

Tingkat Pascasarjana dan Fakultas 

 

Pasal 8 

(1) sumber pendanaan Pascasarjana dan Fakultas berasal 

dari: 

a. Universitas; 

b. hasil kerjasama dan bantuan dari pemerintah maupun 

pihak lain; dan  

c. pendapatan lain-lain yang sah. 

(2) Semua penerimaan Pascasarjana dan Fakultas disimpan di 

rekening bank atas nama Pascasarjana dan Fakultas. 

 

 

Pasal 9 

(1) Sumber-sumber Pendapatan dari Pascasarjana dan 

Fakultas selain sumber dari Universitas sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a wajib ditetapkan 

dengan Surat Keputusan Direktur untuk Pascasarjana dan 

Surat Keputusan Dekan untuk Fakultas; 

(2) Direktur dan Dekan wajib melaporkan Surat Keputusan 

tentang sumber-sumber pendapatan sebagaimana 

dimaksud ayat (1) kepada Rektor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11 
 

BAB IV 

PENGALOKASIAN DANA 

Pasal 10 

(1) dana belanja universitas terdiri dari : 

a. dana operasional personalia; dan  

b. dana non personalia. 

(2) dana operasional personalia sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) huruf a adalah dana yang dialokasikan khusus 

penggajian Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas. 

(3) dana operasional non personalia sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) huruf b adalah dana operasional 

penyelenggaran Tri Dharma Perguruan Tinggi di 

Universitas. 

 

Pasal 11 

dana operasional penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (3) terdiri 

dari : 

a. dana oprasional pendidikan dan pembelajaran; 

b. dana penelitian; 

c. dana pengabdian; 

d. dana SDM; dan 

e. dana lain-lain. 

Pasal 12 

Pelaksanaan operasional dana dilakukan berdasarkan 

anggaran yang telah dituangkan ke dalam Rencana Kerja dan 

Anggaran (RKA) yang telah ditetapkan oleh Rektor. 

 

Pasal 13 

Pengeluaran biaya yang tidak dianggarkan sebelumnya dapat 

dilakukan hanya dalam kondisi yang terpaksa, menggunakan 

anggaran biaya tak terduga dan atas persetujuan Rektor. 
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Pasal 14 

(1) unit kerja membuat laporan realisasi anggaran kepada 

Rektor melalui Wakil Rektor II secara periodik; 

(2) Rektor membuat laporan realisasi anggaran kepada 

Yayasan secara periodik. 

 

Pasal 15 

(1) Rektor melalui Wakil Rektor II memberi tugas kepada setiap 

pimpinan unit kerja untuk menentukan biaya operasional; 

(2) Biaya operasional meliputi rencana pendapatan biaya 

pendidikan dan kebutuhan biaya operasional Unit Kerja 

yang dituangkan ke dalam Usulan Rencana Kerja dan 

Anggaran Tahunan (RKAT) Unit Kerja; 

(3) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) unit kerja 

diusulkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor II. 

 

Pasal 16 

Rektor menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan 

(RKAT) setelah mendapatkan persetujuan dari Pengurus 

Yayasan. 

 

Pasal 17 

(1) Rektor  melalui  Wakil  Rektor  II mengajukan  usulan  

belanja  operasional  kepada Bendahara Yayasan. 

(2) Rektor  melalui Wakil  Rektor  II membayarkan  dana  

belanja  operasional  kepada unit kerja. 
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BAB V 

PELAPORAN 

Pasal 18 

Pelaporan  keuangan  universitas  mencakup  seluruh  dana 

yang diperoleh dan seluruh pembelanjaan operasional 

personalia maupun non personalia. 

 

Pasal 19 

(1) Secara  periodik  unit  Kerja    membuat  laporan  realisasi  

anggaran kepada Rektor melalui Wakil Rektor II. 

(2) Berdasarkan pelaporan penggunaan dana operasional 

semua unit  kerja, kepala bagian keuangan membuat 

laporan pertanggung jawaban pendapatan dan belanja 

universitas. 

 

Pasal 20 

Rektor melalui Wakil Rektor II menyampaikan laporan 

pertanggung jawaban pendapatan dan belanja Universitas 

kepada Pengurus Yayasan 
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BAB VI 

PERTANGGUNGJAWABAN  

Pasal 21 

Pertanggungjawaban  keuangan didasarkan pada seluruh 

kegiatan  yang telah dilakukan baik berupa kegiatan 

akademik maupun non akademik pada masing- masing unit 

kerja berdasarkan Rencana Kerja dan Anggran Tahunan 

(RKAT). 

Pasal 22 

Pertanggungjawaban  dilakukan  dengan  membuat  laporan  

keuangan  secara berkala  yang  selanjutnya  dilaporkan  

melalui  Wakil Rektor II  kepada  Rektor Universitas 

Pancasakti Tegal. 

 

Pasal 23 

Pertanggungjawaban dari Rektor Universitas Pancasakti 

Tegal di  laporkan kepada Yayasan. 
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BAB VII 

STANDAR OPERASIONAL 

Pasal 24 

Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban keuangan 

sebagaimana yang ditetapkan dalam Statuta Universitas 

Pancasakti Tegal, maka perlu dibuat standar operasional 

pengelolaan dana dan  pelaksanaan anggaran Universitas 

Pancasakti Tegal. 

 

Pasal 25 

standar operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 24 

ditetapkan dengan keputusan Rektor. 
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BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 26 

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

 

    Ditetapkan di Tegal 

    Pada tanggal   1 Maret 2022 

    Rektor, 

 

 

 

 

    Dr.Taufiqulloh, M.Hum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


